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Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Sumba Barat Tahun Anggaran 2015, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan
Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Sumba Barat dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
Tahun Anggaran 2015 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun
Anggaran 2015 adalah Wajar Dengan Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan,
diantaranya yaitu:

a. Terdapat Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran TA. 2014 dan 2015 sebesar Rp82.564.485,00 Belum
Disetor ke Kas Daerah;

b. Penatausahaan Piutang Kredit Usaha Tani (KUT) Supra Insus Tidak Memadai;
C. Penatausahaan Aset Lainnya Belum Memadai;
d. Pengelolaan Aset Tetap Belum Memadai; dan

€. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Belum Menyajikan Pendapatan, Belanja
dan Sisa Dana yang berasal dari Dana BOS; dan

Berdasarkan kelemahan atas sistem pengendalian intern tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Sumba
Barat diantaranya agar:

a. Memberi sanksj berupa teguran tertulis kepada para Kepala SKPD terkait untuk bekerja serius
dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan uang persediaan yang
menjadi langgung jawabnya, dan menginstruksikan Tim MPTP-TGR agar memerintahkan para
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bendahara pengeluaran dan atau para pihak yang belum menyetorkan sisa kas yang berada dalam
penguasaannya untuk segera menyetorkannya ke kas daerah;

Memberikan sanksi berupa teguran tertulis Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk lebih
optimal dalam menyelesaikan masalah piutang KUT Supra Insus;

Memerintahkan para Kepala SKPD terkait bersama-sama dengan Kepala Bagian Perlengkapan pada

Sekretariat Daerah untuk segera mengupayakan proses penghapusan atas barang milik daerah yang
telah tercatat sebagai aset lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku;

Berkoordinasi dengan KPKNL setempat/terdekat untuk melakukan inventarisasi dan penilaian aset
tetap pada seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Sumba Barat termasuk memperhatikan
permasalahan-permasalahan aset tetap sesuai temuan BPK terdahulu dan LKPD TA 2015 antara lain
aset tetap yang yang masih bernilai Rp1,00 atau Rp0,00 dan asset tetap tanah yang dimiliki /
dikuasai oleh pemerintah daerah, termasuk asset tanah yang berada dibawah jalan, drainase dan
irigasi; dan

Menginstruksikan Kepala Dinas PPKD untuk menyusun kebijakan akuntansi yang mengatur tentang
pengelolaan Dana BOS, dan menginstruksikan Kepala Dinas PPO untuk memerintahkan seluruh

Kepala Sekolah Negeri agar selalu menyampaikan laporan penerimaan dan pertanggungjawaban
Dana BOS secara tertib dan tepat waktu.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam
pengelolaan keuangan negara/daerah, yaitu:

a. Investasi pada PDAM Tidak Didukung Dengan Laporan Keuangan Yang Telah Diaudit;

b. Kesalahan penganggaran belanja TA 2015; dan
C.

Pelaksanaan Pekerjaan Sembilan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Tidak Sesuai Ketentuan
sebesar Rp631.204.458,42. :

Berdasarkan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan tersebut BPK merekomendasikan Bupati
Sumba Barat diantaranya agar:

a. Mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah penyertaan modal kepada PDAM;
b. Memerintahkan TAPD agar dalam menganggarkan belanja disesuaikan dengan klasifikasinya; dan

¢. Memerintahkan para Kepala SKPD terkait untuk menyetorkan ke kas daerah atas kelebihan

pembayaran pekerjaan, jaminan pelaksanaan belum dicairkan dan denda keterlambatan belum
ditetapkan / dikenakan sebesar Rp631.204.458,42.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan

Nomor 43.a/LHP/XIX.KUP/07/2016; 43.b/LHP/XIX.KUP/07/2016; dan 43.c/LHP/XIX.KUP/07/2016
masing-masing tertanggal 15 Juli 2016.



Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK
tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah
laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Dra. Dewi Cia
~Z NIP 1958(

M.Fin.Mngmt.
8602 2 001

Tembusan:

Yth. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;

Yth. Anggota V1 BPK RI, di Jakarta;

Yth. Bupati Sumba Barat, di Waikabubak;

Yth. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, di Jakarta;
Yth. Inspektur Utama BPK RI, di Jakarta;

Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK R], di Jakarta;
Yth. Inspektur Kabupaten Sumba Barat.

abiEatloaie S ol e



